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BERITA ACARA

Nomor : B.066/DPUPR/600.3.2.2/1/2025

KONSULTASI PUBLIK 2 MATERI TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
KAWASAN PERKOTAAN MUARA UYA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima, bertempat di Aula Tanjung Puri, Kabupaten Tabalong, telah
dilaksanakan Konsultasi Publik 2 Materi Teknis dalam penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Perkotaan Muara Uya. Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bekas Kantor Camat masih dapat dimanfaatkan sebagai kantor lainnya,
sehingga tetap digambarkan sebagai Zona Perkantoran.

2. Perlu pengaturan ITBX Galian C pada zona-zona yang ada di Desa Lumbang,
Galian C belum memiliki izin, dapat terbit izin dengan lahan minimal 5000
Ha, sedangkan Galian C di Desa Lumbang berpindah-pindah dan
pengaturannya akan dibahas di tingkat kementerian.

3. RTH Kelurahan telah menyesuaikan dengan Nomenklatur Permen ATR/BPN
(setara dengan RTH Kelurahan/Desa), serta Taman RW diubah menjdai
Taman RT.

4. Jalur Evakuasi sebaiknya disesuaikan dengan dokumen BPBD.

5. Industri yang ada di Kawasan Perkotaan Muara Uya masih tergolong industri
kecil dan menengah, sehingga perlu pengaturan pada Tabel ITBX "T4” pada
zona-zona tertentu yaitu pembatasan kegiatan industri dengan jenis skala
mikro dan kecil serta industri yang memerlukan baku khusus dan/atau
proses produksinya memerlukan lokasi khusus di luar zona kawasan
peruntukan industri.

6. Rencana pemanfaatan kawasan sempadan Pipa Pertamina sebagai RTH dapat
diajukan ke DJKN.

7. Pengaturan ketentuan khusus pada sempadan pipa pertamina perlu

dilakukan pembahasan di tingkat kementerian.




8. Perlunya Updating Data Kepemilikan lahan untuk menghindari lahan
Masyarakat mengalami tumpang tindih dengan RTH.

9. Menyepakati luasan kavling minimal yang telah ditetapkan dalam BA
Kesepakatan Kavling Minimal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat

digunakan sebagaimana perlunya.

Tanjung, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong
N

NIP. 9680714 199703 1 004
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